BAB 11

TINDAK PIDANA ZINA

A. Pengertian Jarimah Zina dan Tindak Pidana Pemerkosaan
1. Jarimah Zina
Jarimah menurut bahasa berasal dari kata () yang mempunyai
sinonim (=% 5 <) artinya berusaha dan berkerja. Hanya saja peager
usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik asaha yang dibenci oleh
manusia?*
Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatundefyang jelas,

bahwa jarimah itu adalah:
sl 3y ylall 5 J aall 5 Ball Cal e 58 Lo JS 0 1S3 )

Artinya: “Melakukan setiap perbuatan yang menyingpatari kebenaran,
keadilan, dan jalan yang lurus (agam®).”

Dari keterangan ini jelaslah bahwa jarimah menartitbahasa adalah
melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yangndgng tidak baik,
dibenci oleh manusia karena bertentangan dengatil&eakebenaran, dan
jalan yang lurus (agama).

Pengertian jarimah tersebut di atas adalah peageyaing umum, di
mana jarimah itu disamakan dengan dosa { ) dan kesalahan gkl ),
karena pengertian kata-kata tersebut adalah pedsmggerhadap perintah
dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut kibaten hukuman

duniawi maupun ukhrawi.

24 Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Isjap. cit, him. 9.
% Muhammad Abu Zahral Jarimah wa Al ‘Uqubabh fi Al Figh Al Islamyyaktabah Al
Angelo Al Mishiriyah, Kairo, t.th., him. 22.
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Jarimah menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemualsebagai

berikut:
R8s e A3 e de 3G shaas &) Al

Artinya: “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yaitgrashg olehsyara),
yang diancam dengan hukuntead atauta’zir.” 2°

Sementara itu, zina adalah setiap persetubuhan t@jagli bukan
karena pernikahan yang sah, bukan karena syubdwatbakan pula karena
pemilikan (budak)?’ Secara garis besar, perngertian ini telah disejpaleh
para ulama Islam, meski mereka masih berselisitdggat tentang mana
yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuha@hdan mana pula
yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini beésbleeda, namun
dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini akkemidikakan empat
definisi menurut mazhab yang empat, yaitu:

a. Pendapat Malikiyah
Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Abda
memberikan definisi sebagai berikut:
st (5165 L 4d 4l LY e ol b el g Jag U
Artinya: “Zina adalah persetubuhan yang dilakukdehomukalaf

terhadap farji manusia (wanita) yang bukan milikisgeara
disepakati dengan kesengajadn.”

% Al Mawardi, Al Ahkam As SulthaniyaiMaktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, cet.
I, Mesir, 1973, him. 219.

" |bnu Rusyid, Bidayatul Muijtahid, Analisa Figih Para MuijtahidJakarta: Pustaka
Amani, 2007, him. 600.

28 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islagop. cit, him. 6-7.

29 Abdul Qadir Audahep. cit, him. 349.
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b. Pendapat Hanafiyah

o LAY A s 32l sl a) J8 L8 ajall o Jagll anl sgd B30 W)
Algnd e s olld) d8ia e (5 lad) DY) 2 sl a5 (pan Jaadl

Artinya: “Zina adalah nama bagi persetubuhan yaagarm qubul
(kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam
keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negerg vl
yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlakwiin
Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan ticdala
syubhat dalam miliknya®

c. Pendapat Syafi'iyah
Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Abd
memberikan definisi sebagai berikut:
Mds e Agadl) e J A 4l o jae 5 S Al 2 S 54 U
Artinya: “Zina adalah memasukkan zakar ke dalamji fgang

diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat danrat
tabiatnya menimbulkan syahwat®

d. Pendapat Hanabilah
sl Jad 8 Ada W) Jad sals 3))

Artinya: “Zina adalah melakukan perbuatan keji §etubuhan), baik
terhadap qubul (farji) maupun dubuf?”

2. Tindak Pidana Pemerkosaan
Pengertian tindak pidana pemerkosaan secara tdoginmenurut
Imam Malik, yaitu seorang wanita yang ditemukan thak@an tidak memiliki

suami, kemudian ia menyatakan bahwa ia telah dipa&ehubungan bad&h.

%0 ‘Ala’ Ad-Din Al-Kasani, Kitab Badai’ Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarailuz VII,
Beirut: Dar Al-Fikr, 1996, him. 49.

31 Abdul Qadir Audahloc. cit.

% Ibid.

% Malik bin Anas,Al Muwaththa’ Imam Malikterj. Muhammad Igbal Qadir, Jakarta:
Pustaka Azam, 2006, him. 375.
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Pemerkosaan menurut istilah, Imam Malik mengemukasabuah
hadits tentang hukuman pemerkosa sebagai berikut:
G e e OIS ) e ol iy ddia o) &80 B 2 S0l B

M\@;L@)&UM\&B&J&Q@J@J\AY\

Artinya: “Al-laits berkata, Nafi’ telah memberitakan kepadaku, Shafiyah
binti Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, ikdiar ‘Bahwa seorang
budak laki-laki memerkosa budak wanita bagidmmus dengan paksa
sehingga merusak keperawananny4.”

Sementara itu, tindak pidana merupakan suatu pesgelasar dalam
hukum pidana. Definisi pendek yang dikemukakan ol#&tirjono
Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatang pelakunya dapat
dikenakan pidan&®

Tindak pidana perkosaan ateerkrachtingoleh pembentuk undang-
undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, rumuskmya di dalam bahasa
Belanda yang artinya berbunyi sebagai beri¥ut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan anc&aanmemakai
kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubkelganin di luar

pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakpleakosaan dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas'tahu

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada@&bdengan
judul kejahatan terhadap kesusilaan yaitu padd @8%a Pada pasal tersebut,
dapat ditarik kesimpulan antara laih:

a. Korban perkosaan harus seorang perempuan tansuvata.

3 Muhammad bin Shalih bin Al-UtsaimiSyarah Shahih al-Bukhaijiid 9, terj. Fathoni
Muhammad, Muhtadi, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, 1.

% Sudarto,Hukum Pidana lcet. Il , Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 0199
him. 42.

% p.A.F. Lamintang, Theo Lamintanelik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma
Kesusilaan dan Norma kesopanad, Il, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 96.

3" Topo SantosdSeksualitas dan Hukum Pidarkakarta: Ind-Hill Co., 1977, him. 15.
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b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancamanasaker

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yarsyisiin oleh
W. J. S. Poerwarminta, pengertian perkosaan ditlhdatasal kata yang dapat
diuraikan sebagai berikuf
Perkosa : gagah, paksa, kekerasan, perkasa.

Memperkosa : a. menunduk dan sebagainya dengarakeke

b. melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan
Perkosaan . a. Perbuatan memperkosa, penggageatkaaan,

b. pelanggaran dengan kekerasan.

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa perkosdatala suatu
usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh sedminki terhadap
seorang perempuan dengan cara menurut moral dahwatam yang berlaku
adalah melanggar hukurf.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosadalah
seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuag pakan istrinya
untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikipa ra tidak dapat
melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukaetpeuhan itu*°

Black’'s Law Dictionaryyang dikutip oleh Topo santoso, merumuskan

perkosaan atawpe sebagai berikuf*

% W.J.S. Poerwadarmint&amus Umum Bahasa Indonesiakarta: PN Balai Pustaka,
1984, him. 741.

39 Eko Prasetyo, Suparman MarzuRerempuan Dalam Wacana Perkosa#ngyakarta:
Pustaka Pelajar Offset, 1997, him. 25.

4% Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di IndonesiBandung:
Eresco, 1986, him. 117.

“ Topo SantoscSeksualitas dan Hukum Pidana, op. ¢itm. 17.
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“...Hubungan seksual yang melawan hukum atau tglk dengan
seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetulsdt@ra melawan
hukum atau tidak sah terhadap seorang perempudnselerang laki-laki
dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dendendaknya. Tindak
persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-lethadap seorang
perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuandilakukan ketika
perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekdan ketakutan, atau
di bawah keadaan penghalang...”

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa seorangldkkiyang
melakukansexual intercoursedengan seorang perempuan bukan istrinya
dinyatakan bersalah jik&

a. Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk atau mehyteagan paksa
atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukati ldesakiti, atau
diculik, akan dibebankan pada orang lain.

b. Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu umhghnilai atau
mengontrol perbuatannya dengan memberi obat-obatampa
pengetahuannya, racun, atau bahan-bahan lain dengean untuk
mencegah perlawanannya.

c. Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar.

d. Perempuan itu di bawah usia 10 tahun.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan
Dalil-dalil yang menjadi dasar tindak pidana penosdan dapat
dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan as-Surarghra lain:
1. Al-Quran

Sebagaimana Surat an-Nuur ayat 33 sebagai berikut:

*2bid.
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. ORenoid

Artinya: “...Dan janganlah kamu paksa budak-budaknitamu untuk
melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri meimgizng kesucian, karena
kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan bai@pgs/ang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengarggi Maha
Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudakanipaksa itu®®

Ayat ini mengisyaratkan upaya untuk melarang sedadgtuk
pemaksaan seksual dan dukungan terhadap korbanrikmsaan. Hal itu
bertujuan agar korban pemerkosaan tidak selalurd&kgelisahan. Karena,
mereka akan memperoleh rasa aman dan percayskaliena Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang bagi mereka yangsdifidiperkosa).

2. As-Sunnah
LYl 88 ) (e hae OV AT jual ane o iy ddea (f @dl 5 aa Sl U
pls coldig aall yac oalad clguaid) (Jia Lo jSin 18 Guedd) Ga sl o ad g

ol e iy S AeY1 b s U U8 Lea Sl 43l Ja) a5 5l s

bl A Y1 8 el s calay s Lgiad 5 0y o) ydall A W) (e oSl Gl o,

aallagde (KU o e Aay) oliad

Artinya: “Al-laits berkata, Nafi’ telah memberitakan kepadaku, Shafiyah
binti Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, i&diar ‘Bahwa seorang
budak laki-laki memerkosa budak wanita bagidmmus dengan paksa
sehingga merusak keperawanannya. Maka Umar mengimykeu dengan
hukuman had dan mengasingkannya. Tetapi Umar tigakcambuk budak
wanita dengan alasan budak laki-laki-lah yang meaaga.” Az-Zuhri

berpendapat tentang seorang budak wanita yang np@esiawan yang
diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, ‘Harus peingadil yang menaksir
harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendim dicambuk.

3 Depag Rl pp. cit., him. 354.
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Sementara terkait budak janda dalam putusan pana ifidak ada kewajiban
membayar denda, tetapi harus dihukusml” **

C. JenisjenisTindak Pidana Pemerkosaan

Kasus pemerkosaan dalam hukum Islam dibagi medijzaf?®
a. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakata.sen]
Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacatihirkum
sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika diahsmenikah
maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum kabnmaka dia
dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selamatsdiun. Sebagian
ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk menafkahitavkorban
pemerkosaan.
b. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.
Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjatk unt
mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Semgehigkaman
bagi perampok telah disebutkan dalam al-Qur'an tSalrMaidah ayat

33, yaitu:

08 QU0000000® Ox<040«-,00 D006 0000 O0eO:00
@0 [0d0atttielo oild-s,AOlllono 0000
0000 OO0Q0E000one 00 00000000 O0000<00
OROV@OIOGUD O0o0O0OOO 0000 OO0QOi0=0003
0000 O-C0dil 0IT00% 20V Os&d0000000
Ofs0Velve 0Owe®O0 O 0000000 009 000Q00%03

4 Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimisyarah Shahih al-Bukhaijiid 9, terj. Fathoni

Muhammad, Muhtadi, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, Tili®.

2013.

> http://www.konsultasisyariah.com/hukum-kasus-pemsalan diakses pada 16 Juli
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Artinya: “Sesungguhnya, hukuman terhadap orangeprayang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusdkan
muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, tdmp
tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau mpoua
(keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhiratekae
mendapat siksaan yang besé&?.”

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman umekampok
(dalam hal ini diartikan hukuman bagi pemerkosa ggenakan
senjata):
a. Dibunuh.
b. Disalib.
c. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang. Mysaldipotong
tangan kiri dan kaki kanan.
d. Diasingkan atau dibuang, saat ini bisa diganti dergenjara.
Sedangkan, dari teknis melakukannya perkosaanstfikiesikan ke
dalam bentuk, jenis, dan status pelaku dan tekalakukannya.
Jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan berdasarkalakymya
digolongkan sebagai berikdf:
a. Perkosaan oleh pacatating rape
adalah perkosaan jenis ini terjadi ketika korbamkdémcan dengan
pacarnya.

b. Perkosaan oleh orang yang dikenal

“Depag Rl op. cit., him. 113.
4" Yuyun Affandi, Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban risske

Seksual Perspektif Al-Qur'aoet. 1, Semarang: Walisongo Press, 2010, him. 103.
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adalah perkosaan jenis ini pelakunya dilakukan aéhan, anggota
keluarga.
c. Perkosaan oleh orang asing
adalah perkosaan jenis ini sering kali disertaigd@ntindak kejahatan
lain, seperti perampokan, penganiayaan, ataupubyr@rhan.
d. Perkosaan dalam perkawinangritape rapg
adalah perkosaan jenis ini biasanya terjadi teghadsri yang
ketergantungan ekonomi pada suami, berupa pemaksalnngan
yang tak dikehendaki oleh istrinya.
Jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan berdasarkafnist
melakukannya digolongkan sebagai berifut:
a. Perkosaan dengan paksaan
adalah perkosaan dilakukan dengan mengancam mes®ijata atau
kekuatan fisik.
b. Perkosaan yang memakai pengaruh tertentu
adalah perkosaan dilakukan dengan mempengaruhiakod®ngan
melalui pemakaian obat bius, obat peransang, guna;dpipnotis, dsb.
c. Perkosaan dengan janji-janji atau penipuan
adalah perkosaan biasanya diawali dengan janji-j&grban akan
dinikahi, dsb.

d. Perkosaan dengan ancaman halus

% Ibid.
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adalah perkosaan terjadi pada ketergantungan staialekonomi pada
pemerkosa. Termasuk jenis ini adalah perkosaankamajierhadap
buruh, atasan terhadap bawahan ataupun guru terhadad.
Jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan secara gldigmlongkan
sebagai berikuf?

a. Sadistic Rape
adalah perkosaan pada tipe ini seksualitas darsibdperpadu dalam
bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampahkikmati
kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnyairnkan melalui
serangan yang mengerikan atas alat kelamin dai tkdmban.

b. Anger Rape
adalah penganiayaan seksual yang bercirikan sélesughng menjadi
sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa g#sammarah
yang tertahan. Tubuh pelaku seakan-akan merupaligk terhadap
siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atsmdrirustasi,
kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

c. Domination Rape
adalah suatu perkosaan yang terjadi ketika peladucoba untuk gigih
atas kekuasaan penaklukan seksual pelaku menyakltian namun
tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. Seductive Rape

“°bid., him. 104.
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adalah suatu perkosaan yang terjadi pada situasissiyang meransang
yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulakgaban
memutuskan bahwa keintiman personal harus dibai@dsk sampai
sejauh persenggaman, pelaku pada umumnya mempkeyakinan
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidaknpueyai
perasaan bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim Preciptated Rape
adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung) demganempatkan
korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation Rape
adalah perkosaan yang menunjukkan bahwa pada detsgmpatan
melakukan hubungan seksual yang diperoleh olehldékidengan
mengambil keuntungan yang berlawanan dengan ppsig@mpuan
yang bergantung padanya secara ekonomis dan selsalnya, istri
yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumadgda yang
diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunydak ti
mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepéd& pang

berwajib.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemer kosaan
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Para ulama menetapkan unsur-unsur tindak pidan@rgesaan atau
rukun dari perbuatan zina yang berhak atas ancayaag memberatkan
sebagai berikut®

a. Perzinaan itu adalah hubungan kelamin yang dihaaamKslam
menetapkan prinsip dasar dari hubungan kelaminraanéki-laki dan
perempuan adalah haram. Sifat haram persetubuhaga hdapat
dihilangkan atau dihalalkan melalsatu cara yakni perkawinan. Oleh
sebab itu, perkawinan disebwgebagai akad yang menghalalkan
hubungan laki-laki dengan perempuan yasalnya diharamkan itu.

b. Hubungan kelamin itu dilakukan dengan sengaja dalawan hukum.
Hal ini mengandung arti bahwa bila hubungan kelamiakdikan di luar
kesengajaan seperti masing-masing pelaku meya&inwé pasangan itu
adalah pasangan yang sah atau dilakukan atas daelesaan
(perkosaan),maka perbuatan tersebut disebut perzinaan. Hubungan
kelamin yangdilakukan secara tidak sengaja dalam fikih disebut
syubhat. Adanya sifat syubhat itulah yang menyeaabtubungan
kelamin tersebut menjadi tidakh dan diancam dengan hukuman.

Adapun pendapat para pakar hukum Islam itu menuajulbahwa
konsepsi perzinaan itu harus mengandung unsur-sesagai berikut?

a. Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetmbuha

=0 http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminalal®168717-unsur-unsur-tindak-
pidana-perkosaan/#ixzz2ebBkbun diakses pada 9 18bpte2013.

> bid.
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b.

Persetubuhan dimaksud bermakna masuknya alat kelakitlaki ke

dalam farji (alat kelamin) perempuan atau ada yang betpeat

termasuk dubur damulut.

Persetubuhan dimaksud dilakukan di luar ikatan geitkan yang sah
(bukan istri atau suaminya).

Persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka seka, bukan
dasampaksaan salah satu pihak.

Sedangkan, tindak pidana pemerkosaan dalam hukdanaiyang

diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya mempuogaur-unsur

objektif, yaitu:>?

a.

b.

barangsiapa,
dengan kekerasan atau,

dengan ancaman akan memakai kekerasan,

. memaksa,

seorang wanita,
mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan,
dengan dirinya.

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tideksgaratkan

keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelalam melakukan

perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHRapitedengan

dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan tketerpidana yang

diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jeldswhatindak pidana

2p A.F. Lamintang, Theo Lamintangp. cit.,hlm. 97.
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perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal K283P itu harus
dilakukan dengan sengaja.

Karena seperti yang telah diketahui tindak pidaegkgsaan dalam
Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja,adesgndirinya unsur
kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik olebmgebumum maupun oleh
hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan nuingeerkara pelaku
yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggamtan yang diatur
dalam Pasal 285 KUHP.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa yang dalakelanggar
larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukémpunyai
kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaangatg pengadilan yang
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik p@hwmum maupun
hakim harus dapat membuktikan bahwa:

a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai lszkera

b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengearaiean
memakai kekerasan.

c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa.

d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksadalah
seorang wanita yang bukan istrinya.

e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dkzaksantuk
dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakubungan

kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

>3 Ibid.
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Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan {aénge terdakwa
tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, makata@a alasan bagi penuntut
umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempungaekgajaan dalam
melakukan tindak pidana yang ia dakwakan kepadadga, hakim akan
memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagakeral.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosgang diatur
dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur barangsiapa. ¥araudah cukup jelas
bahwa kata barangsiapa ini menunjukkan orang, paadpila orang tersebut
memenuhi unsur dari tindak pidana yang diatur daResal 285 KUHP,
maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidankgsaan tersebut!

Unsur objektif kedua dari tindak pidana perkosaangydiatur dalam
Pasal 285 KUHP ialah unsur dengan kekerasan. Undiagigng tidak
menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksutdayan kekerasan,
bahkan di dalam yurisprudensi pun tidak dijumpaarg@é suatu putusan
kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untukberém@mn arti yang
setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut.

Menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan ksleer atau
geweldialah setiap penggunaan tenaga badan yang tidakutédak berarti,
atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidaluterigan.>

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana perkosgang diatur dalam

Pasal 285 KUHP ialah unsur dengan ancaman akan kaerkekerasan.

% |bid., him. 98.
%5 Ibid.
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Tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman akaakaiekekerasan itu
pun, undang-undang ternyata tidak memberikan pesgahya.

MenurutHoge Raad dalamarrest-arrestnya masing-masing tanggal
5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 394, W. 9604 adwyy#d 18 Oktober 1915,
NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman akan keker@ssebut
disyaratkan yaitu*®

a. bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu &eaglang
demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesaa paahg yang
diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar adapat
merugikan kebebasan pribadinya,

b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untukimimilkan
kesan seperti itu.

Dari arrest-arrest Hoge Raadtersebut, orang belum dapat
memperoleh penjelasan tentang apa yang sebenammgkstidkan dengan
ancaman dengan kekerasan atau ancaman akan mekek&esan, karena
arrest-arresttersebut hanya menjelaskan tentang caranya ancdunbarus
diucapkan.

Karena kekerasan tidak hanya dapat dilakukan demgamakai
tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringakniyaeperti yang dikatakan
oleh Prof. Simons, melainkan juga dapat dilakukamgaén sebuah alat,
sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenagiarnb yang kuat,

misalnya menembak dengan sepucuk senjata api, raerngher dengan

*8 |pid., him. 99.
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seutas tali, menusuk dengan sebilah pisau dardminya, maka mengancam
akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebsggtu ancaman, yang
apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keamgipelaku untuk
mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, malekaa melakukan
sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebep&esehatan, atau
keselamatan nyawa orang yang diancam.

Unsur objektif keempat dari tindak pidana perkosgang diatur
dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur memaksa. Perbuatanaksa dapat
dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakut@ngan ucapan.
Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaks&dia mengadakan
hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengemiamaksa seorang
wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yaanggalkan semua
pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah \aanitsendiri>’

Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpakse@anita tersebut
harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan dipakainya ancaman
akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh gedeanpara pelaku.

Unsur objektif kelima dari tindak pidana diatur atal Pasal 285
KUHP ialah unsur seorang wanita. Perlu diketahuiwaa bagi kejahatan
terhadap kesusilaan, KUHP telah menyebutkan addmeyhagai wanita,
masing-masing yakni®

a. wanita yang belum mencapai usia dua belas tahwsalR&87 ayat (2)

KUHP),

" |bid., him. 100.
%8 |pid., him. 101.
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b. wanita yang belum mencapai usia lima belas tahasgP287 ayat (1)
dan Pasal 290 ayat (3) KUHP),

c. wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayatKWHP), dan
wanita pada umumnya.

Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP iakatita pada
umumnya. Hal ini juga telah dibenarkan oldbge Raad dalamarrestnya
tanggal 14 Maret 1938, NJ 1938 No. 956 yang angmnatelah memutuskan
sebagai berikut:

Satu-satunya alasan yakni karena di dalam Pasahy&7(2) wanita
di bawah usia dua belas tahun itu disebut gadak tierarti bahwa di dalam
Pasal 285 tidak disebutkan batas usia, maka pésmgevanita dalam Pasal
285 itu harus dibatasi pada wanita yang telah e tahun ke atas. Oleh
karena itu, kejahatan yang diatur dalam Pasal &8%uga dapat dilakukan
terhadap seorang gadis di bawah usia 12 tahun.

Unsur objektif keenam dari tindak pidana perkosgang diatur
dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur mengadakan hubukgfamin di luar
perkawinan.

Tentang bilamana suatu perbuatan mengadakan hubketamin itu
harus dipandang sebagai telah terjadi, pendapdt a0 Bemmelen dan
Prof. van Hattum antara laitt:

Saya berpendapat dengan Noyon dan langemeijer biaagiaadanya

suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin #@ik tiitsyaratkan telah

%9 |pid., him. 102.
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terjadinya suatuejaculatio semitis,melainkan cukup jika orang telah

memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.

Dalam arrestnya tanggal 5 Februari 1912, W. 92920ge Raad
antara lain telah memutuskan bah®a:

Suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelgmma dan wanita
itu bukan merupakan persatuan antara alat-alatmkeldersebut, yang
diperlukan dalam suatu perkosaan.

Dari pembicaraan di atas, kiranya sudah cukup Jedhsva yang tidak
dikehendaki oleh undang-undang di dalam ketentudanp diatur dalam
Pasal 285 KUHP sebenarnya ialah timbulnya akibaigze dimasukkannya
penis pelaku ke dalam vagina korban. Atau denga&a leén, tindak pidana
perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sebgmanerupakan suatu
delik materiil, yang baru dapat dipandang sebagahtselesai dilakukan oleh
pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi

Jika persinggungan di luar antara alat kelamin kpeldengan alat
kelamin korban seperti yang dimaksudkan daterastHoge Raadanggal 5
Februari 1912, W. 9292 di atas terjadi karena pelaknyata tidak berhasil
memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, msadayena korbannya
telah memberikan perlawanan atau telah merontaranaka pelaku dapat
dipersalahkan karena telah melakukan suatu perocopemerkosaan yakni

melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 53(ay@. Pasal 285 KUHP,

% pid.
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dan sesuai dengan ketentuan pidana yang diatumdBlEsal 53 ayat (2)
KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selamanya 8 tahun
bagi pelaku, yakni sesuai dengan pidana pokok rtarlyang diancam dalam
Pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertiganya.

Seperti yang telah diketahui, bahwa untuk adanyduspercobaan
ataupogingyang membuat pelakunya dapat dipidana itu, dinddatentuan
pidana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHRjaog-undang telah
mensyaratkan keharusan-keharu§an:

a. adanya suatu niat atau suanornemendari pelaku untuk melakukan
suatu kejahatan,

b. bahwa niat tersebut telah terwujud dalam siegin van uitvoerings-
handelingatau suatu permulaan tindakan pelaksanaan dan,

c. pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesaieri@arhal-hal yang
berada di luar kemauan pelaku.

Berkenaan dengan adanya salah satu syarat yancatakag bahwa
niat pelaku harus sudah terwujud dalam suatu paanuiindakan pelaksaan
timbul kini pertanyaan apakah perbuatan seorangkpemnelepaskan secara
paksa pakaian yang dikenakan oleh seorang korbarkelaudian meraba-
raba alat kelaminnya sudah dapat dipandang sebsggtu permulaan
tindakan pelaksanaaseperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1)

KUHP.

%1 |bid., him. 103.
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Undang-undang sendiri ternyata tidak memberikanjetesannya
tentang bilamana suatu perbuatan itu harus dipgndabagai suatbegin
van uitveorings-handelingatau permulaan tindakan pelaksanaan. Perlu
diketahui bahwa di dalam doktrin, orang telah meatkperbedaan antara
yang disebutvoorbereiding-handelingatau tindakan persiapan dengan
uitveoring-handelingtau tindakan pelaksanaan.

Suatu tindakan persiapan untuk melakukan kejahtitlak membuat
pelakunya dapat dipidana karena percobaan untulakotedn kejahatan
tersebut, sedangkan yang membuat pelakunya dgpdauda yakni jika yang
ia lakukan itu ternyata sudah merupakan suatu pdesanu tindakan
pelaksanaan dari kejahatan yang bersangkfftan.

Menurut Prof. Simons, pada delik-delik materiibegin van
uitveoring-handelingatau suatu permulaan tindakan pelaksanaan baru dapa
dipandang sebagai telah terjadi, yakni jika paddussaat tertentu perbuatan
yang dilakukan seorang pelaku itu menurut sifategeara langsung dapat
menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh wmgdandang, tanpa
pelakunya itu perlu melakukan suatu perbuatan {@ng

Itu berarti pembuatan-pembuatan seperti menguneiu pkamar,
mengejar-ngejar korban, menangkap tangan korbamciora korban,
menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaiahakokecuali pakaian
korban, yang dilakukan oleh pelaku belum dapatrdipag sebagai suatu

begin van uitveoring-handelingtau suatu permulaan tindakan pelaksanaan

%2 pid., him. 104.
%3 Ibid.
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melainkan baru merupakan suatoorbereiding-handelingatau tindakan
persiapan, karena untuk menimbulkan akibat berugaasukkan penis
pelaku ke dalam vagina korban itu, pelaku masittuperelepaskan celana
korban.

Unsur objektif ketujuh dari tindak pidana perkosgang diatur dalam
Pasal 285 KUHP ialah unsur dengan dirinya. Yanga#dsudkan dengan
kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yangngan kekerasan atau
dengan ancaman akan memakai kekerasan telah merkaksan untuk
mengadakan hubungan kelamin di luar perkawiffan.

Mengingat dalam perkara-perkara perkosaan serirjgdiebahwa
perkosaan-perkosaan itu ternyata telah dilakukah beberapa orang secara
bersama-sama, timbul kini pertanyaan yakni bagaim&umnya seandainya
orang yang dengan kekerasan atau dengan ancantamakaakai kekerasan
telah memaksa korban untuk melakukan hubungan keladn luar
perkawinan ternyata bukan merupakan orang yangh teemasukkan
penisnya ke dalam vagina korban.

Dalam suatu perkara perkosaan, yang dalam pelaksaya hanya
menghasilkan suatu percobaan untuk melakukan peakogang dilakukan
oleh beberapa orangpoge Raaddalamarrestnya tanggal 9 April 1934, NJ
1934 halaman 1058, W. 12756 antara lain telah meskah bahwe®

Jika tindakan-tindakan dari setiap terdakwa ataufarnsalah seorang

dari para terdakwa — tidak dengan sendirinya ddigaitggap, melainkan jika

% Ibid., him. 105.
% |bid., him. 106.
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dihubungkan dengan tindakan-tindakan orang lain enghasilkan suatu
perkosaan, maka perbuatan dari mereka yang tidékoi@an sendiri semua
perbuatan, agar yang dilakukan itu dapat disebbi@gase perkosaan, harus
diberikan kualifikasi sebagai turut melakukan kegam ini, khususnya turut

melakukan percobaan kejahatan perkosaan.

. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam Islam hukuman tindak pidana pemerkosaan @kamdengan
hukumanhad pada jarimah zina. Hal itu dapat dilihat pada geparistiwa
pemerkosaan diterapkan aturan hukuman dalam kgreemahan. Karena,
menurut konsepsi pidana fikilal(hudud, pemerkosaan digolongkan tindak
kejahatan atas kehormatamak al-‘ardh), yang berupa perzinahan dengan
ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai®nat

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam al-Qur'an damnah.
Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikgio{ru muhsajpdidasarkan

pada ayat al-Quran dalam Surat an-Nuur ayat 2):yait
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Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki ydregzina, maka deralah
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali diznajanganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (raekgadl)

% Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islam, op. italm. 28.
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agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dam dehirat, dan
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikéeh o
sekumpulan dari orang-orang yang berim&n.”

Sedangkan, bagi orang sudah menikahul{sah hukumannya
menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dileinpatu) sampai matf?
Hukuman ini disandarkan pada hadits Nabi SAW. ydmivayatkan oleh

Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi, yaitu:

Lo als il bl 5 A a4 Leala S L S o el ) Jas 8 e
(e sl s 25l sl g alusa sl 5)) a5 4
Artinya: “Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: sRlllah SAW.
bersabda, “Ambilah dari diriku, ambilah dari dirjkiesungguhnya
Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) baggreka
(pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera sekatlisdan

pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda ataia |
hukumannya dera seratus kali dan rajath.”

Namun, apabila seorang perempuan dipaksa untukkuokgla zina
maka tidak ada hukuman baginyaHal ini karena Allah SWT, berfirman

dalam Surat al-Bagarah ayat 173, yaitu:

020000 OXO0 00000 O-00 00000 OO0eOD OO000ooD OIOem
. 0 ®0000 0000000 0000 04) 00 0 00 0@ D00

Artinya: “...Tetapi, barang siapa terpaksa (memalap bukan karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui bataskantidak

" Depag RIpp. cit, him. 350.

® Karena hukuman rajam ini tidak disebut dalam samNuur: 2, sebagai sarjana
berpendapat bahwa hukuman bagi pezm#sanmaupunghoiru muhsaradalah dera 100 kali
seperti disebut dalam surat itu. Tetapi, kebanydkaahaberpendapat bahwa hukuman rajam
tetap harus dilakukan bagi pezimahsardan hal ini didasarkan pada sunnah Nabi.

%9 Muhammad ibn Ali Asy-Syaukanap. cit, him. 249.

0 Sayyid SabigFighus Shunnahterj. M. Ali Nursyidi, HM Thahir Makmum, Jakarta:
PT Pena Pundi Aksara, 2009, him. 281.
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ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengaragin
Maha Penyayang™

Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, yaitu:
Aded g Silla g Glawill g eUadll Sl (o ad

Artinya: “(Dosa) umatku dimaafkan jika dilakukanr&na tidak sengaja,
lupa, atau dipaksa’®

Pada masa Rasulullah SAW, pernah ada seorang pememmang
dipaksa untuk melakukan zina, dan beliau tidak atehkan hukuman atas
perempuan itu.

Suatu ketika, ada seorang perempuan datang kepada tha., lalu
perempuan itu bercerita kepada Umar r.a. bahwaeti@ah minta air minum
kepada seorang penggembala. Tetapi, si penggeméadgan untuk
memberinya air minum, kecuali jika si perempuan tadnyerahkan dirinya
kepada si penggembala. Lalu, perempuan itu menpersyaratan yang
diberikan oleh penggembala itu. Kemudian Umar bextanya kepada Ali
r.a., “Apa pendapat Anda tentang perempuan ini?’ rAd. menjawab,
“Sungguh, dia melakukannya dalam keadaan terpalksalll Umar r.a.
memberikan sesuatu kepada perempuan tadi, dan ggefitannya’>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, bisa ditarik kgsutan bahwa tidak
ada hukuman bagi perempuan yang dipaksa untuk olaakzina, terlepas
dari apakah keterpaksaannya itu untuk melindurrigiydi seperti yang terjadi
dalam kisah di atas, atau dia mendapat ancamarek Tatla ulama

memungkiri hal itu. Hanya saja, mereka berbeda gesidtentang kewajiban

" Depag RIpp. cit, him. 26.
2 Sayyid Sabigloc. cit.
®bid., him. 282.
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membayar mahar kepada si perempuan. Malik dan’Syafpendapat bahwa
laki-laki yang melakukan pemaksaan kepada perempwajib untuk
membayar mahar kepada perempuad’itu.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa peramijiu tidak
berhak mendapat mahZr.

Ibnu Rusyid di dalanBidayatul Mujtahidmengungkapkan penyebab
perbedaan pendapat itu apakah mahar diwajibkangaelpengganti atas
kemaluan (sebagai penebus bagi kemaluan yang dedalahgunakan), atau
sebagai maskawin (sebagai pemberian yang penula&e)ye Bagi ulama
yang mengatakan bahwa mahar dijadikan sebagai gaas kemaluan,
niscaya dia akan mewajibkan pembayaran mahar bagasg laki-laki yang
menyetubuhi perempuan, terlepas dari apakah pe@mmang disetubuhi itu
boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi (karenarapakan mahrardari laki-
laki itu). Sementara itu, bagi ulama yang mengatakahwa mahar yang
dijadikan sebagai maskawin yang hanya diwajibkapalla para suami,
niscaya para suami tidak diwajibkan untuk membayzahar kepada
perempuan yang dipaksanya berzifia.

Apabila mengikuti pendapat ulama yang mewajibkanmbeeyar
mahar sebagai penebus bagi kemaluan yang telalaldismakan. Maka
mahar seperti yang dikatakan di atas mirip dengigat Namun, adapun

perselisihan pendapat tentatigat pelukaan terhadap orang perempuan.

" Di dalamal-Muwaththa’,imam Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihabwa
abdul Malik bin Marwan pernah mengadili seorang iteayang digauli paksa (diperkosa) dengan
keharusan laki-laki yang melakukannya untuk membmahar atau menafkahi wanita tersebut.

> Sayyid Sabigloc. cit.

"®Ibid., him. 580.

40



PadahalFugahasepakat bahwediyat pembunuhan orang perempuan
adalah separuh darliyat orang laki-laki. Kemudian mereka berselisih
pendapat tentangdjyat pelukaan kepala dan anggota badan yang lain. Jumhu

fugahaMadinah berpendapat bahwa:
Jia Y 58 UIS Lagd) il (e oo aadis el ol oo e e (aag
iy 136 a0 A Gl I Sl 08 L Ll 31yl (8 sl 0 s J
ol & o Chuaill ) il a1 dpa G

Artinya: “la (Yahya) meriwayatkan kepadaku dari Maldari Ibnu Syihab,
dan disampaikan dari ‘Urwah bin az-Zubair, bahwaeke& berdua
pernah berkata seperti yang diucapkan oleh SandAbiMusayyib
tentang (denda) wanita. Bahwa wanita bersekutu atenagki-laki
dalam denda hingga sepertiga denda laki-laki. Keamupka denda
tersebut telah mencapai sepertiga denda laki#a#ka denda wanita
sampai kepada setengah dari denda laki-faki.

Jadi Jumhurfugaha Madinah termasuk Imam Malik berpendapat
bahwadiyat pelukaan kepala dan anggota badan yang lain aoéaesnpuan
dan laki-laki itu sama, hingga sepertidigat Jika telah mencapai sepertiga
diyat, makadiyat orang perempuan tersebut kembali kepada sepdipat
orang laki-laki. Dalam artdiyat anggota badan perempuan itu separuh dari
diyatanggota badan laki-laki.

Sebagai contoh, satu jari orang perempuan dikdigat sepuluh ekor
unta, untuk dua jari dikenai dua puluh ekor untm dntuk tiga jari dikenai
tiga puluh ekor unta. Tetapi untuk empat jari d&iedua puluh ekor unta.
Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, para pengikatserta al-Laits bin

Sa’ad. Pendapat ini diriwayatkan oleh Malik dariicGdin Musayyab dan

" Malik bin Anas,Al Muwaththa’ Imam Malikterj. Muhammad Igbal Qadir, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2009, him. 320.
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Urwah bin Zubair. Dan, ini adalah pendapat Zaid tsiabit dan Umar bin
Abdul Azis."

Segolongarfugahaberpendapat bahwdiyat orang perempuan sama
dengandiyat orang laki-laki hingga pada pelukaamudhihah Pada pelukaan
yang tingkatannya di atasudhihah, diyatya adalah separuh daliyat orang
laki-laki. Ini pendapat yang terkenal dari Ibnu Nasr.a. Pendapat seperti
ini diriwayatkan pula dari Utsman r.a. Dan, dikeraki&n pula oleh Syuraih
dan segolongafugaha’

Fugahalain berpendapat bahwdiyat orang perempuan, baik karena
luka atau karena sebagian anggota badan terpatanggparuhdiyat orang
laki-laki, baik sedikit atau banyak. Ini adalah @apat Ali r.a. dan
diriwayatkan pula dari Ibnu Mas’ud r.a. Tetapi papat yang terkenal dari
Ibnu Mas’ud seperti yang telah kami kemukakan a at

Abu Hanifah, Syafi’l, dan ats-Tsauri memegangi agoat ini.

Fugahayang memegangi pendapat ini mengemukakan alasamabah
menurut aturan pokoldiyat orang perempuan itu sama dengkyat orang
laki-laki. Karena itu, memegangi aturan pokok tbtéemerupakan suatu
keharusan sampai ada dabhahih yang diriwayatkan. Sebab, dalam
penetapardiyat itu tidak menggunakagiyas khususnya karena pemisahan
antara yang sedikit dengan yang banyak itu bergatadenganiyas®

Sedangkan, pandangan hukum pidana positif tentakgnian (sanksi)

yang harus diterima pemerkosa sebagai ganjaran @gdsuatan yang

8 Sayyid Sabigloc. cit.
bid., him 581.
8 1bid.
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dilakukan sebenarnya telah diatur dalam dua kea@ntyaitu Pasal 285 dan
291 KUHP yang sekaligus keduanya menjadi aturaru hakuk menuntut
dan memutus setiap kasus pemerkosaan yang terfdmdkehidupan
masyarakat.
Dalam kedua pasal yang mengatur tentang pemerkosaaebut
dinyatakan bahwa:
Pasal 285: “Barangsiapa dengan kekerasan atau anc&ekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia ddeddawinan,

diancam karena melakukan perkosaan dengan pidajargealing lama
dua belas tahun.”

Pasal 291 (2): “Jika salah satu kejahatan berdasdrlasal 285, 286, 287,
289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkanngidaenjara lama
lima belas tahun.”

Hukuman bagi pemerkosa berdasarkan undang-undamy byerlaku,
pelaku dapat diancam hukuman maksimum maksimabfi@nt penjara dan
bila korban meninggal dunia maksimum hukuman meé@ngnenjadi 15
tahun penjara.

Pemberian hukuman ini dapat diartikan sebagai sakthh bentuk
perlindungan tidak hanya bagi korban, tetapi bagempuan pada umumnya.
Sejauh ini masih sangat sulit menemukan cara-cargy yefektif untuk
melindungi hak-hak perempuan, khususnya mencegedmpean menjadi
korban pemerkosaan. Persoalan ini menjadi sangatt betika pelaku
dijatuhi hukuman pun korban tidak mendapatkan gg@aselain penderitaan

yang terus membekas hingga akhir hidupnya.

8 Indonesiak UHAP dan KUHP, op. cithim. 98-100.
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Sementara tindak pidana perkosaan menurut Rancahgetang-

undang (RUU) KUHP diatur dalam Bab XVI Tentang TakdPidana

Kesusilaan Bagian Kelima Tentang Perkosaan daruBtenb Cabul Paragraf

1, yang berbunyf?

Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosdangan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palimgdal2 tahun:

1.

Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan pewampdi luar
perkawinan, bertentangan dengan kehendak perentgrsaiut.
Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan pewampdi luar
perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.

Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan pewempdengan
persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujereebut melalui
ancaman untuk dibunuh atau dilukai.

Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan pewempdengan
persetujuan perempuan tersebut karena perempusebuérpercaya
bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sabh.

Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan pewampyang
berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengaefogrannya.
Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan pewemppadahal
diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadagsan atau tidak

berdaya.

8 R. SoesiloKUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan PRsai Pasal,
Bamdung: Karya Nusantara, 1988, him. 98.
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Dalam hukum pidana positif tersebut jelas bahwasapgmerkosa
seberat-beratnya hukumannya dipenjara dua belasn.talHal ini
menggambarkan bahwa korban perkosaan belum mekedapag¢rliindungan
hukum terutama mengenai kerugian yang dialami kongng tidak bisa
dikembalikan walaupun pelaku dihukum, dalam hukwstanh ganti rugi
kepada korban kejahatan adalah hukuman denda kepeld&u tindak
pidana, hukuman ini dinamakajshasdan diyat (melukai), lebih jelasnya
hukum gishas maupun diyat merupakan hukuman yang tidak ditentukan
batasannya, tidak ada batasan terendah dan tertieggpi menjadi hak
perorangan antara korban dan walifi¥a.

Bentuk perlindungan yang terkait dengan tindak medaperkosaan
dalam Islam dikenal dengan konsep\(Vath bi al Ikrah zina karena dipaksa,
pada umumnya dikategorikan sebagarimah hudud untuk kejahatan
perkosaan ini, hanya orang yang melakukan pemaksaanyang dijatuhi
hukuman had, para ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukuman si

pemaksa itu bisa dijatuhkan baik untuk laki-lakiupan untuk perempudf.

8 Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, op. laiin. 18.
8 Topo Santosap. cit.,him. 125.
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